BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 2730 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI LOMBOK TENGAH,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan

pelavanan publik vang sederhana, cepat dan
terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim
Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan
Petugas Administrator Pengelolaan Lavanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan
Lavanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten
Lombok Tengah:

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Administrator
Pengelolaan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakvat Sistem
Pengelolaan Pengaduan Lavanan Pubhk
Nasional pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat 11 Dalam Wilavah Daerah-Daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

{



tentang Keterbukaan Informasi  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46
Tahun 2020 tentang Road Map Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

t




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Namional Tahun 2020 2024 (Ievitn Nepori
Republik Indonesta Tahon 2000 Namaor 650),

10, Peraturan Daecrahi Nomor 6 Talian 2016
lentung Pembentulam i A
Peranglnt Daerah (Lembaran Daerinh
Kabupaten  Lombole Tengah Tahon 2016
Nomor 6) seboagaimana telah diabahy deripin
Peraturnn  Daerah Nomor A4 Tahian 2022
tentang Perubahan Atan Pernturan Doerah
Nomor 6 Tahun 20160 tentang Pembentalon
dan Susunan Peranglat Daecrah (Lembarnn
Daerah Kabupaten Lombole Tenpah Taliin
2022 Nomor A1),

MIEMUTUSKAN

Membentulk Tim Koordinnm Penpgelolann
Pengaduan dan Petupan Adiminintrator
Pengelolann  Layanan Aspirasi dan Penpgadonn
Online Rakyat Sistem Pengelolonn Pengadunn
Layanan Publik Nasional pada Satuan Kerji
Perangkat  Daerah, sebagnimana  fercantum
dalam lampiran | dan  lampiran 11 yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
keputusan ini,

Tim Sebagaimana  disebutkan  dalam  Dilktum
Kesatu mempunyai tugnsg seboagnd berikut:
a. Pembina

1. Pembina berkewajiban menjamin
terselenggaranyn  pengelolann  pengadunn
pelayanan publik di Kabupaten Lombok
Tengah yang meliputi organisasi, sumber
daya manusia dan anggaran  yang
memadai.

2. Memberikan pembinaan, Kebijnkan dan
petunjuk teknis  dalam  penyelenggarann
pengelolaan pengaduan pelayanan publik
di Kabupaten Lombok Tengah.

b. Penanggung Jawab/Ketun

1. Melakukan pemantuan secara berkala atias
kinerja penyelesaian pengaduan di satuan
kerjanya, berdasarkan indikator dan target
yang ditetapkan,

2. Memimpin, mengoordinasikan,
memonioring dan mengevaluas
pelaksanaan tugas penyelenggarann

pengendalian dan pengelolaan pengaduan

¥



masyarakat,

. Anggota

L

Melakukan koordinasi dengan pejabat
penghubung untuk mengatasi kendala
dalam penyelesaian pengaduan apabila
indikator dan target status pengaduan
terlihat lamban,

Merencanakan, mensinkronisasi,
mengkonfirmasi  rencana program dan
rencana  kerja anggaran  pengelolaan
pengaduan masyarakat,

Pelaksanaan informasi pengaduan
masyarakat kepada perangkat daerah dan
masyarakat;

. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan

kepada pembina/penanggung jawab;
Anggota melaksanakan tugas terkait
pengelolaan pengaduan yang diberikan
oleh penanggung jawab/ketua,

d. Pejabat Penghubung

158

Menginformasikan pengaduan pada
organisasi penyelenggara/perangkat
daerah;

. Berkoordinasi dengan unit teknis

penyelenggara yang diadukan untuk segera
menindaklanjuti pengaduan;
Menjawab pengaduan pada organisasi
penyelenggara/satuan kerja;
Memberikan laporan atas tindak lanjut
pengaduan kepada organisasi
penyelenggara/satuan kerja.

e. Pengelola Pengaduan / Tim Admin

1

p 2

Melakukan pengelolaan pengaduan yang
diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR di
level nasional untuk ditindaklanjuti,
Menyalurkan pengaduan kepada pengelola
pengaduan pada organisasi
penyelenggara/satuan kerja atau pejabat
dilingkungan masing-masing berdasarkan
kategori pengaduan;

Melakukan pemantauan atas tindak lanjut
dan penyelesaian pengaduan dalam

lingkungan penyelenggaraan dan
organisasi penyelenggaraan,
Melakukan evaluasi pengelolaan

pengaduan secara berkala meliputi jumlah
dan jenis pengaduan yang diterima,
penyebab pengaduan serta penyelesaian
terhadap pengaduan; Y



5. Menyalurkan pengaduan kepada
koordinator pengelolaan pengaduan
nasional SP4N-LAPOR untuk diteruskan
kembali apabila kategori pengaduan yang

diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lombok Tengah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 25 Ju&i 2023

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
. Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok
Tengah di Praya;
. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok
Tengah;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lombok Tengah di
Praya,
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten L.ambal: Tangah ds
Praya;
9. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.
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Lampivan | Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomaor e Tahun 2020

Fanpgal VA VWLl 202%
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Tentang ¢t PEMBENTUKAN  TIM KOORDINARL  PENCGELOLAAN

PENGADUAN AN PETUCGAR A\DMINISTRATOR
PENQELOLAAN LAYANAN ASPIRASL DAN - PENCGADRUAN
ONLINE  RAKYAT (LAPOR)  SIRTEM  PENGELOLAAN
PENOQADUAN LAYANAN PURLIK NASIONAL (SN PADA
SATUAN KERJA PERANCGKAT DAERAM KABUPATEN
LOMBOK TENGAN

Nm Koeordinaat Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Adimstoatos
Pengelolaan Layanan Aspivasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOKS
Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasonal (SPEND Fada

Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Lombok lengat

‘No | Nama / Jabatan Kedudukan Dalam D
4 Bupati Pembina
2. | Wakil Bupati Pembina
3. | Sekretaria Daerah Penanggung Jawab Retua
4. | Kepala Dinas  Komunikasi dan | Anggota
Informatika  Kabupaten  Lombok
Tengah
5. | Inspektur  Kabupaten  Lombok | Anggota
Tengah

6. | Kepala Bagian Organsast pada | Anggota
Sekretariat  Daerah  Kabupaten
Lombok Tengah

7. | Kepala Bagian Hukum pada | Anggota
Sekretariat  Daerah  Rabupaten
Lombok Tengah

8. | Sekretaris Dinas Komunikast dan | Anggota
Informatika  Kabupaten Lombok
Tengah

0. | Kepala Bidang Pengelolaan | Anggota
Informast dan Komunikast Publik
pada  Dinas  Komunikast  dan
Informatika  Kabupaten  Lombok
Tenganh

10. | Rama Hasani, S.Kom,, Fungswonal | Pengelola Pegaduan: Adduen
Pranata Komputer Ahli Muda pada
Dinas Komunikas dan lotormatiha
Kabupaten Lombok Tengah ;

11. | Lalu Agung Abdul Aziz, A Md., stal | Pengelola Pegaduan Aduan
pada  Dinas  Komumkast  dan ‘

Informatika  Kabupaten  Lombok '

Tengah
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|
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Lampiran Il Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor 1 230 Tahun 2023
Tanggal IS e 2023
lentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN

PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYAN: AN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN LAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator
Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Ounline Rakvat (LAPOR) Sistem
Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Pada Satuan Ren
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO Nama OPD | Kedudukan dalam Tim | Jabatan
1 Sﬂmtaﬁaﬁ_l)&iéﬂﬂi‘ i Pejabat Penghubung Kabag Onmnisast
Dinas Komunikasi dan |
2 | Informatika E Pejabat Penghubung Sekretans Dinas
3 lmpektmu e [ Peiabat Penghubung Sekretans nspektomt
4 | Dinas Kesehatan | Pejabat Penghubung | Sekretarts Dinas
- Dinas Kependudukan dan | Pejabat Penghubung | Sekretans Dinas
Pencatatan Sipil
6 | Dinas Pariwisata | Pejabat Penghubung | Sekretaris Dinas
7 | Dinas Kelautan dan Pecikanan | Peiabat Penghubung Sekretans Dinas
3 Dinas Pendidikan dan Pejabat Peaghubung | Qekretans Dinas
_Kebudayaan
“"9—“ Dinas Kepemudaan dan Pejabat Penghubung | Sekretans Dinas
Olahraga
10 | Dinas Péﬂiubuug&n Prjabat Penghubung I Sekretaris Dinas
11 Dinas Perindustrian dan Pajabat Penghubung | Qekretanis Dinas
; Perdagangan
" | Dinas ¥ l’erpu\takmm dan Pejabat Penghubung | Sekretans Dinas
12 Kearsipan
13 | Dinas Pertanian Priabat Penghubung | Sekretans Dinas
14 Dinas Perumahan dan Kawasan Prjabat Penghubung | Sekretanis Dinas
Wm\ukmmn
15 | Dinas 'soa.ml S Peinbat Penghubung | Sekretans Dinas
—l(: Dinas Tenaga Kerja dan Pejabat Penghubung T Sekretans Dinas
Transmigrasi
17 Dinas Koperasi dan Usaha Pojabat Penghubung | Sekretans Dinas
Mikro
Dinas Pekerjaan Unmum dan Pejabat Penghubung | Sekretans Dinas
18 Penataan Ruang
8 mﬁihi\s"l"y'%iubeuh\vmm Pejabat Peughubung | Sekretaris inas
19 Perempuan, Perlindungan |
~ | Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
20 Dinas Penanaman Modal dan Pejabat Penghubung f Nekretans Minas
Pelayanan Terpadu Satu Bintu i
21 | Dinas Ketahanan Pangan | Perabat Penghubung f Sekretans Dinas
29 Dinas Pemberdayaan Peiabat Penghubung { Sekretans Dinas
Masynrakat dan Desa ‘
23 | Dinas Lingkungan Hidup Pejabat Penghubung | Sekretaris Minas




30

Dinas Pemadam Kebakaran dan | Pejabat Penghubung

Penyelamatan
Satpol Py
Sekretariat DPRD

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

Badan ﬁ;hangmxlaugnn
Bencana Dacrah

RBadan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

| Badan Pengelolaan Keuangan

SN S—-

Pejabat Penghubung
Peiabat Penghubung

Pejabat Penghubung

Pejabat Penghubung

-l‘r.iahal Penghubung

Pejabat Penghubung

Sekretaris Dinas

4
Sekretans Dewan

Kab Lombok Tengah

|
| Sekretaris Hadan

i
| Sekretaris Badan
i

b :

| Sekretaris Badan
}

|
L
| Sekretaris Hadan

’
| Sekretaris Badan

x|
| Sekretaris Badan

i Kt‘bﬁla Bagian Tata
Usaha

Sckretaris Camat

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat

Sekretdns Camat

Sekretaris Camat

Sekretaris ‘Camat
Sekretaris Camat

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat

dan Aset Dacrah
: Badan Pengelolaan Pendapatan | Pejabat Penghubung

31

Dacrah

Badan Perencanaan Pejabat Penghubung
32 | Pembangunan, Riset dan

Inovasi Dacrah

Rumah Sakit Umum Daerah Pejabat 'Pcngﬁui‘)t'l‘fi_gw
33 Praya
34 | Kantor Camat Praya Pejabat Penghubung
35 | Kantor Camat Praya Tengah Pejabat Penghubung
36 | Kantor Camat Praya Barat Pejabat Penghubung
37 | Kantor Camat Praya Barat Daya | Pejabat Penghubung
38 | Kantor Camat Praya Timur Pejabat Penghubung
39 | Kantor Camat Pujut Pejabat Penghubung
40 | Kantor Camat Janapria Pejabat Penghubung
41 | Kantor Camat Kopang Pejahat Penghubung
42 | Kantor Camat Batukliang Pejabat Penghubung
43 | Kantor Camat Batukliang Utara | Pejabat Penghubung
44 | Kantor Camat Jonggat Pejabat Penghubung
45 | Kantor Camat Pringgarata Pejabat Penghubung

Sekretaris Camal
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